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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Analisis 

Pelaksanaan Peraturan Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber 

Daya Air dan Sumur Resapan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Pekanbaru selaku instansi 

yang bertugas melakukan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota 

Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur 

Resapan masih belum  melaksanakan perda ini dengan baik dan efektif. 

Hal inidikarenakankarena kurang jelasnya stndar operasional prosedur  

dalam kegiatan pelaksanaan  dan kurangnya informasi dan sosialisasi 

yang terprogram kepada seluruh masyarakat  yang ingin mendirikan 

bangunan. Adapun tujuann dari ini adalah sebagai sarana untuk 

mengatasi banjir ketika musim penghujan serta menjadikan cadangan air 

pada saat musim kemarau tiba. Dan juga penelitian ini di buat untuk 

mengetahaui Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 

sepuluh ntahun 2006 Tentang sumber daya air danSumurResapan. 

2. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang selaku Instansi terkait dlam 

melaksanakan  Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 

Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan  memiliki faktor 

penghambat diantaranya:  
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a. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang konservasi sumberdaya 

air dilihat dari masyarakat yang mendirikan bangunan , yaitu sangat 

kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pelaksanaan ,fungsi 

,dan ketentuan dari konservasi sumber daya air. Hal ini dapat dilihat 

dari masyarakat ( pemilik bangunan) yang menjawab kurang baik, 

karena 40% responden atau masyarakat yang mengatakan demikian.  

Namun demikian masih ada responden yang mengatakan baik. Yaitu 

sebesar 21%. Menurut pengamatan peneliti hal ini dikarenakan 

masih terdapat kekurangan yang menghambat kinerja instansi terkait 

dalam pelaksanaan perda tersebut. 

b. Kurangnya pengetahuan masyarakat dan informasi yang kurang jelas 

terhadap pencegahan genangan banjir. Dikecamatan tampan 

khususnya dilkelurahan simpang baru panam, pelaksanaan Perda 

tentang pencegahan banjir hanya sedikit masyarakat yang 

mengetahui dan melakukannya. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan 

responden yang menjawab tidak baik persentasenya sebesar 60% 

responden yang mengatakan demikian. Namun, masih ada responden 

yang mengatakan baik sebanyak 12%. Menurut uaraian di atas dapat 

sisimpulkan bahwa pencegahan genangan banjir yang menjadi 

ketentuan yang terdapat pada peraturan daerah kota Pekanbaru no 10 

tahun 2006 ditemu peneliti saat survey dilapangan terdapat pada 

setiap pemilik bangunan dikelurahan simpang baru panam 
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kecamatan tampan kota pekanbaru banyak yang masih belum sesuai 

dengan ketentuan yang di atur dengan apa yang terjadi dilapangan. 

c. Dalam membuat sumur resapan yang menjadi ketentuan terdapat 

pada peraturan daerah kota pekanbaru nomor 10 tahun 2006 ditemui 

saat survey lapangan yaitu sudah ada sebagai masyarakat yang 

mengetahui tentang sumur resapan. Tetapi tidak melaksanakan 

sumur resapan. Dapat dilihat dari jawaban responden yang 

mengatakan 49% tidak baik. Namun masih ada responden yang 

mengatakan baik sebesar 28%. Dengan demikian dapat diketahui 

bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui sumur 

resapan dan juga manfaatnya. 

d. Didalam perda nomor 10 tahum 2006 tentang persyaratan lokasi dan 

volume sumur resapan serta persayratan- persyaratan tersebut 

dijelaskan dan di atur pada pasal 22. Ditemui pada saat survey 

lapangan dapat dikatakan bahwa responden mengatakan bahwa 

kurang baik, hal ini dikarenakan masyarakta kurang mengetahui 

dengan jelas tentang isi perda tersebut. Hal ini dapat dibuktikan 

dengan jawaban respnden 45% mengatakan kurang baik.  

e. Ssosialisasi yang dilakukan oleh dinas terkait setelah peneliti survey 

lapangan masih tergolong kurang baik. Karena 64% responden 

(masyarakat) pemilik bangunan mengatakan demikian namun masih 

ada masyarakat/responden (masyarakat pemilik bangunan) yang 

mengatakan baik 21%. Sosialisi yang harus dilakukan kepada 
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masyarakat secara berkelanjutan dan terpogram belum dapat 

dikatakan maksimal.hal ini dikarenakan banyak sekali masyarakat 

yang mengatakan bahwa dilingkungan mereka tinggal tidak pernah 

di adakannya sosialisasi mengenai ketentuan yang ada pada 

peraturan daerah kota pekanbaru nomor 10 tahun 2006 tentang 

sumber daya air dan sumur resapan. Sehingga banyak yang belum 

mengetahui tentang perda ini. 

f. Ketentuan pidana adalah suatu hokuman atau sanksi yang diberikan 

apabila tidak menjalankan aturan maupun melanggar peraturan yang 

telah dibuat. Didalam perturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 

Tahun 2006  Terdapat ketentuan pidana apabila tidak menjalankan 

perda tersebut, atau membuat bangunan yang tidak ssesuai dengan 

persyaratan/ketentuan yang terdapat pada peraturan daerah tersebut, 

maka akan dapat dipidana yaitu kurungan penjara selam 3 bulan dan 

denda sebesar RP. 50.000.000,-. Ditemui saat survey lapangan 

masyarakat yang tidak memiliki sumur resapan mengatakn tidak 

pernah memerima ketentuan pidana dari pihak manapun. Dengan 

demikian dapat diketahui bahwa jawaban responden dari indicator 

ketentuan pidana dapat dikategorikan kurang baik. Karena 56% 

mengatakan demikian. 
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6.2 Saran 

Dari penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti memberikan beberapa 

saran yang diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi dinas 

pekerjaan umum dan tata ruang Kota Pekanbaru. Adapun saran-sarannya sebagai 

berikut: 

1. Dinas pekerjaan umum dan tata ruang Kota Pekanbaru selaku 

pelaksana dari peraturan daerah kota pekanbaru nomor 10 tahun 

2006 tentang sumber daya air dan sumur serapan agar 

meningkatkan upaya pemberian informasi peraturan daerah 

tersebut tentang kewajiban membuat sumur resapan yang 

mendikiran bangunan. Kemudian lebih memaksimalkan 

melakukan sosialisasi agar dapat mengajak masyarakat 

berpartisipasi dalam melaksanakan peraturan daerah tersebut. 

Dan juga agar masyarakat bias melaksanakan proses 

pembangunan sesuai dengan ketentuan yang telah di atur. 

2. Dinas pekerjaan umum dan tata ruang kota pekanbaru sebaiknya 

memaksimalkan kinerja pegawai dalam bidang pengawasan 

bangunan. Agar pemeriksaan di lapangan lebih efektif dan 

efsien serta lebih meningkatkan komunikasi kepada masyarakata 

seperti sosialisasi yang berkelanjutan sehingga masyarakat sadar 

dan mengetahui akan pentignya sumur resapan dalam 

menangani banjir ketika musim penghujan telah datang. Dan 
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pemanfaatan papan infomassi seerti baliho atau spanduk atatu 

papan iklan sebagai wahana untuk besosialisai. 


